Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Dgl
S\t ‘«5 Iy
/\*‘—‘Lﬁ Ed/ L~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai talak antara:

xxxxxx, NIK : xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 08 Desember

1987, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,

pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx

XXXXXX XXXXKX XXX XXXXKX, XXXXXK, XXXXX, XXXXXX

XXXXX, Kecamatan XxxX XXXXX, XXXX XXXX,

XXXXXXXX  XXxXxXX, dengan demisili elektronik

pada alamat e-mail: xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxx, 21 Juli 1991, agama Islam,
pekerjaan XxXXXXXXX XXXXX XXxXxX, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di XXXXX XX X XXXXX
XXXXXXX  XXXXX X, XXXX  XXXX,  XXXXXXXXX
XXXKXXXKX,  XXXXXXXXK  XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03
Desember 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
566/Pdt.G/2024/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 20 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya

suami isteri namun belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menolak ketika Pemohon
mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah peribadi Pemohon di

XXXX XXXX

a. Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon
sering berkata kasar kepada Pemohon dan Orang Tua Termohon selalu

ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2022, Pemohon pergi
meninggalkan rumah kediaman dikarenakan terjadi perselisihan antara
pemohon dan Termohon , sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Sejak saat itu hak dan
kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
pada bulan Desember Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencoba
memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk  mencari
penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha

tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;
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8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan

Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Tertanggal
01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA
XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX  Provinsi Xxxxxxxx Xxxxxx, Nomor
XXXXXX, tertanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXXX XXXXXX

XXxxX, Donggalan Silae, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XxxxX, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Sepupu
Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah sekitar tahun 2022;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di XXXX XXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
padaawalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Agustus tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;
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- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena
Termohon tidak mau diajak mandiri dan tinggal bersama di rumah
milik Pemohon di Kota Palu. Setiap kali terjadi pertengkaran,
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan OrangTua
Termohon selalu ikut campur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon
dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran
tersebut dari cerita Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada September 2022;

- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak
bulan September 2022 yang lalu dan telah berlangsung selama
kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan tidak pernah bersama lagi, Pemohon
yang pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak menjalin
komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam
satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya
suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXXXX, XXXX XxxX, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman
Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah sekitar tahun 2022;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi
rumah orang tua Pemohon di XXXX XXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
padaawalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Agustus tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidakharmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terusmenerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan
danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena
Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah milik
Pemohon di xxxx xxxx namun Termohon menolakndan setiap kali
terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon
bahkan OrangTua Termohon selalu ikut campur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon
dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran
tersebut dari cerita Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada September 2022;

- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah,
sejakbulan September 2022 yang lalu dan telah berlangsung selama
kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan tidak pernah bersama lagi, Pemohon
yang pergimeninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak menjalin
komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam
satu rumah, bahkan tidakmenjalankan kewajiban sebagai layaknya
suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
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putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka
upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon menolak tinggal bersama
di rmah pribadi Pemohon di xxxx xxxx, serta Termohon sering berkata Kasar

kepada Pemohon dan juga orang tua Termohon ikut campur dalam urusan
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rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya terjadi pada September
2022, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga
sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai
talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua)
orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai
dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan identitas atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat materil, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon adalah
pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 20 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil
sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta
adanya pisah tempat tinggal, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-
saksi tersebut pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi-
saksi juga mengrtahui mengenai pisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi
tersebut mengetahui sendiri bukan dari cerita, jika antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tingga sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan kedua
saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal
308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal oleh Pemohon dan
Termohon menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Pemohon
dan Termohon, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan
ada perpisahan yang tidak saling memperhatikan dan tidak saling
memperdulikan.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini didasarkan atas kaidah
hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000,
tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling
memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta
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adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk

rukun dalam rumah tangga.

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang
telah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
memperdulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;
Pertimbangan Petitum
Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
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perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;
Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus
tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling
bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing,
akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara
Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga
Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak
sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung dua tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak
pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu
sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan
Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus
menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap

persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak
berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah
suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta
dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti
yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan
seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak
akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam
membangun rumah tanggannya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak
kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan
berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar
dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan
tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat
bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadit

Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

Daele froi alll H15 Wl 15252 O3
Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,
karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan
untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang
apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh
Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati

Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis
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bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Irretrievable
breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare
tweespalt) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil
mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya
terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari
terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah
memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu
dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh yang berbunyi :

tllas]l > e p 2do awlao]l <) 5
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini
secara ex officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya
mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan
atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan
paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga
permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon
harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon
(PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon
(TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala pada waktu
yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
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yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk
dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149
yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

o 5> Y pllb 9g8 wam pls uobwall plS> o oS> Wl > oo
Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

dan gugur haknya ” ;
dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

ale pSHls aindls s9eall glow Sz o isisl aplsid o lazl )isi 0l
Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan
pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Donggala pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Salam,
S.H.l., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H.. dan
Idris, S.H.l.,, M.H.., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SRI
SUSILOWATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.H.l., M.H..
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H.. Idris, S.H.l.,, M.H..
Panitera Pengganti

SRI SUSILOWATI, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 29.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
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